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Abstrak

Berdasarkan hasil penjajagan penulis bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum dilaksanakan
dengan optimal. Selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berilaet © 1) Bagaimana
Pengelolaan Alokasi Dana Desa ? 2) Bagnimana hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Alokasi
Dana Desa ?; 3) Bagaimana upaya yang dilakwkan dalam mengatasi hambatan Pengelolaan Alokasi
Dana Desa? Metode penclitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini
disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam
penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 1{) orang yang terdiri dari 3 orang perwakilan
Aparatur Desa, 2 perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, 2 Orang perwakilan Lembaga
Pemberdayaan Masvarakai Desa dan 3 perwakilan tokoh Masyarakal. Telmik pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknis
analisis date melalui  langkah-langkah vaitu reduksi data, Penvajian Data dan menarik
kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelition diketahui bahwa : 1) Pengelolaan Alokasi Dana
Desa dalam bidang pembangunan fisik belum dilaksanakan sesuai dengan pendapat Sukamto
(2004:73) karena terdapat beberapa faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa belum terlaksana
dengan baik Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam
bidang pembangunan fisik sebagian sudah dapat dilaksanakan, namun sebagian lagi masih kurang
sesuai dengan faktor-fakior dalam pengelolzan alokasi dana desa. 2) Adanya hambatan-hambatan
antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyavakat tevkait rencana pelaksanaan pembangunan
fisik, kurangnya kesadaran masvarakat dalam mengiluti berbagai pertemuan dalam perencandan
pembangunan fisik. Begitu pula berdasarkan hasil observasi bahwa adanya hambatan yang dihadapi
terkait kesadaran masyvarakat masih kurang sehingga walaupun diundang untuk mengihuti rapat
perencanaan pembangunan fisik namun tidak datang. 3) Upaya yang dilakukan antara lain : membuat
Jjadwal sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi di masyarakat sehingga memilih untuk
melaksanakan sosialisasi di malam hari atau sove hari pada saat masyarakat pulang kerja, kepala
desa mempertimbangkan berbagai masukan dari masyvarakar dalam menvusun RAPBdes, melibatkan
masvarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi
bahwa dilakukan berbagai upava antara lain : kepala desa lebih terbuka kepada masyarakat dalam
membuat suatu perencanaan dengan selalu meminta masukan, pemerintahan desa berupaya lebih
dekat dengan masyarakat dan selalu mengikuti kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di masyarakat.

Kata kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Fisik

PENDAHULUAN pembangunan dan pertumbuhan  wilayah-

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan
wujud dari pemenuhan Hak Desa  untuk
menyelenggarakan otonominya agar tumbuh
dan berkembang mengikuti pertumbuban dar
desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman,
partisipasi, olonomi  asli, demokratisasi,
pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan
Peran Pemerintah Desa dalam memberikan
pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat  serta  menghela  percepatan

wilayah strategis.

Schingga, hal ini dapat mengembangkan
wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem
wilayah pengembanpgan, Keuangan Desa adalah
Hak  dan  Kewajiban  dalam  rangka
Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  yang
dapat dinilai dengan vang termasuk didalamnya
segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan Hak dan Kewajiban Desa. Perencanaan
Pembangunan Desa  sebagaimana  dimaksud

Halaman | 29



 MoDERAT

Madern dan Demokratis

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 disusun secara

berjangka meliputi  Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPIMDES) untuk

jangka 5 tahun dan Rencana Kerja

Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPD

merupakan  penjabaran dari RPIMD  untuk

jangka waktu | tahun. Rencana Pemmbangunan

Jungka Menengah Desa  ditetapkan  dalam

Peraturan  Desa dan  Rencana  Kerja

Pembangunan  Desa  ditetapkan  dalam

Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman

Kepada Peraturan Daerah,

Pelaksanaan  Alokasi Dana Desa  ini
dilakukan dengan melalui fisik dan non fisik
yang berhubungan dengan indikator
Perkembangan Desa. indikator Perkembangan
Desa meliputi tingkat pendidikan, tingkal
kesehatan, tingkat pendapatan, pembinaan
pemuda serta peningkatan produksi. Dengan
pemberian Alokasi Dana Desa Pembangunan
fisik selama ini dianggap relatif culup
memenuhi prasarana dan sarana desa, namun
demikian desa-desa masih jauh dar
keberhasilan pembangunan fisik. Kemampuan
dan keterampilan aparatur desa merupakan
dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya
di bidang keuangan dalam mengelola alokasi
dana desa.

Dalam menyelenggarakan kewenangan,
tugas, dan  kewajiban desa  dalam
penyelenggaraan pemerintahan maupun
pembangunan maka dibutuhkan sumber
pendapatan  desa.  Beberapa  hal  yang
menyehabkan  desa membutmihkan  sumber
pendapatan menurut  Noordiawan  (2007:84)
yaliu:

1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan
sumber pendapatannya sangal bergantung
pada banfuan yang sangat kecil pula.

2y  Kesejahteraan masyarakat desa vyang

rendah  schingea  sulit bagi desa
mempunyzi  Pendapatan Asli Desa
(PADes) yang tinggi.

3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana
operasional desa untuk menjalankan
pelayanan publik.

4) Banyak program pembangunan masuk ke
desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas.
Program semacam ilu mendulang kritikan
karena program tersebul tidak memberikan
akses pembelajaran  bagi Desa, dan

program ilu bersifal top down schingga

tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan

masyarakatnya.

Menanpggapi  permasalahan  tersebui,
pemerintah - memberi  dukungan  Kelangan
kepada desa salah satunya adalabh berasal dari
dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 0%
diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi
Dana Desa (ADD). Maksud pemberian ADD
scbemarnya adalah sebagal bantuan stimulan
atau dana perangsang untuk mendorong dalam
membiayai program pemerintah desa yang
ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong
royong masyarakat dalam  melaksanakan
kegiatan  pemerintahan  dan  pemberdayaan
masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8
Tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan
belanja desa dijelaskan bahwa .Algkasi Dana
Desa yang biasa discbut ADD merupakan
wijud dari pemenuhan hak desa untuk
menyclenggarakan otonominya agar tumbith
dan berkernbang mengikuti pertumbuban dard
desa itu sendin, berdasarkan keanckaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.

Mamun demikian, dan hasil penjajagan
(observasi) yang penulis lakukan diketahui
bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam
bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang
Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran
belum dilaksanakan dengan optimal, hal
tersebut dibuktikan dengan beberapa indikator
sebagai berikut :

(1) Pemecrintah desa kurang terbuka dalam
menyosialisasikan  kepada masyarakat
mengenal  besarmya  alokasi dana  desa
yang diperoleh pemerintah desa untuk
kegiatan-kegiatan  pembangunan  fisik.
Contohnya masyarakat tidak mengetahui
bahwa selama ini pembangunan fisik
seperti kirmir jalan maupun jalan KIP
yang dibangun di Dusun Kalenwadas
Didanai oleh ADD karena pemerintah
desa tidak pernah memberitabukan kepada
masyarakat  lentang  program-prograt
pembangunan mana saja yang didanai dari
alokasi dana desa.

{2) Pemerintah desa kurang
memperlinggungjawabkan  pelaksanaan
kegiatan pembangunan fisik yang didanai
dari alokasi dana desa kepada masyarakat.
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Contohnya : sebaiknya dari pihak desa
setelah selesal pembangunan  fisik
diinformasikan atau diberitahukan jumlah
pengeluaran dana yang dipakai untuk
pembangunan fisik tersebut.

{3} Pemernntah desa dalam  menggunakan
alokasi dana desa kurang tanggap
terhadap aspirasi yang berkembang di
masyarakat hal ini dibuktikan dengan
penzeunaan  alokasi dana desa kurang
scsial dengan rencana yang tercantum
dalam RAPBdes sebagai hasil
musrengbangdes, Contohnya ; Pihak desa
tidak konsisten dengan hasil
musrebangdes vang semestinya
pembangunan jalan KIP yang
menghubungkan dusun Ciwaru dan Dusun
Haurscah namun kenyataannya yang
dilaksanakan adalah perbaikan gorong-
gorong jalan dan kirmir jalan.
Permasalahan yang terjadi sangatlah luas

dan kompleks, karena itu supaya lebih spesifik

penelitian ini difokuskan pada hal berikut ini: 1)

Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa

dalam bidang pembangunan fisik di Desa

Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten

Pangandaran Tahun 20137 2) Apa hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan

Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan

fisik di Desa Cijulang Keccamatan Cijulang

Kabupaten Pangandaran Tahun 20137 3)

Bagaimana upaya-upaya vang dilakukan dalam

mengatasi hambatan Pengelolaan Alokasi Dana

Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa

Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten

Pangandaran Tahun 20137
METODE

 Dalam penelitian ini digunakan metode
deskriptif ~ dengan  pendekatan  kualitatif..

Lamanya penelitian yang penulis lakukan
kurang lebih 10 bulan. Informan dalam
penelitian ini yaitw sebanyak 14 orang yang
lerdiri dari 7 orang perwakilan aparatur desa
yang terdin dan kepala desa, sckretaris desa,
Kasi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban,
Kasi Ekbang, Kasi Pemberdayaan Masyarakat,
Kaur Keoangan, Kaur umum dan 2 perwakilan
Badan Permusvawaratan Desa, 2 Orang
perwakilan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan 3 perwakilan tokoh
Masyarakat di Desa Cijulang Kecamatan

Cijulang Kabupaten Pangandaran. Teknik
pengumpulan data adalah :
a. Study Pustaka (Literature study)
b. Studi Lapangan:
1. Observasi
2. Wawancara {inferview)

LANDASAN TEORI

Pembangunan pada prinsipnya adalah
suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh
suatu masyarakat sccara sistematis untuk
mencapai situasi atau kondisi vang lebih baik
dari saat ini. Dilaksanakannya proses
pembangunan ini tidak lain karena masyarakat
merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang
dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu
disadari bahwa pembangunan adalah sebuah
proses evolusi, schingga masyarakat yang perlu
meclakukan secara bertahap sesuai dengan
sumber daya yang dimiliki dan masalah utama
vang sedang dihadapi. '

Adapun pengertian dari pembangunan desa
yang dikemukakan oleh Prawirosentono (2002:
12) yang menyatakan bahwa : “*Pembangunan
desa merupakan sctiap bentuk usaha perbaikan
setempat yang bisa dicapai dengan keinginan
masyarakat untuk bekerja sama.

Dengan  demikian maka keberhasilan
program pernbangunan desa sangat dipengaruhi
olch sumber keuvangan yang memadai dalam
pembiayaan pembangunan yang bersumber dari
alokasi Dana Desa yang dialokasikan olch
Pemerintah  melalui  Pemerintah  Daerah
(Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk
mempercepal pernbangunan tingkat Desa baik
pembangunan fisik (sarana prasarana) maupun
sumber daya manusia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan
Alokasi Dana Desa adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh Kabupaten/Kota.

Dengan demikian alokasi dana desa
mcrupakan  dama yang  diperoleh  dari
pemerintah kabupaten atan kota untuk desa
schingga bersumber dari  bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan  Dacrah
Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Alokasi Dana Desa {(ADD) di
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Kabupaten Ciamis pada Pasal | Angka 12
dijclaskan baliwa :

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat

(ADID) adalah dana yang dialokasikan oleh

Pemerintah untuk Desa yang bersumber

dari bagian dana perimbangan keuangan

pusat dan dacrah yang ditcrima oleh

Pemerintah Kabupalen;

Prinsip kebijakan alokasi dana desa Pasal 2
Peraturan Daerah Kabupaten Ciarnis Nomor 12
Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa
(ADD) dijelaskan bahwa “Perimbangan
keuangan antara Pemerntah Daerah dan
Pemerintah Desa merupakan  sub  sistem
keuangan  daerah  sebagai  konsekuensi
pembagian tugas antara Pemerintah Daerah
dengan Pemerintah Desa™.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa
Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk
membiayai program pemerintah desa dalam
melaksanakan  kegiatan  penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena
itu alokasi dana desa harus dilakukan
pengelolaan dengan baik schingga perencanaan
pembangunan yang ditctapkan dapat dibiayai
sesual dengan rencana  anggaran  yang
ditetapkan,

Sclanjutnya menurut Sukamto (2004:73),
menyatakan bahwa dalam pengelolaan alokasi
dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor
yaim;

1) Transparansi

Transparansi Menyangkut keterbukaan

pemerintah  desa kecpada masyarakat

mengenal berbagai kebijakan atan program
yang ditetapkan dalam rangka
pembangunan desa.

1) Akuntabilitas

Yaitu kemampuan pemerintah  desa

mempertanggungjawabkan kegiatan  yang

dilaksanakan dalam kaitannya dengan
masalah pembangunan dan pemerintahan
desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud
terutama menyangkul masalah finansial,

3) TPartisipasi masyarakat

Menyanghut kemampuan pemerintah desa
untuk membuka peluang bagi seluruh
komponen masyarakal untuk terlibat dan
berperan serta dalam proses pembangunan
desa. Hal ini sesuai denpan prinsip
otonami daerah yang menitikberatkan pada
peran serta masyarakat.

4) Penyelenggaraan  pemerintahan  yang
clcktif, di mana penyusunan APBDes
didasarkan pada partisipasi masyarakat

5) Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang
berkembang di masyarakat
Yaitu menyangkut kepekaan pemerintah
desa terhadap permasalahan yang ada
dalam kehidupan masyarakat dan apa yang
menjadi - kebutuhan  serta  keinginan
masyarakat.

6) Profesional
Yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh
seorang aparatur sesuai dengan jabatannya
Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat

beberapa  faktor  yang  mempengaruhi
pengelolaan alokasi dana desa sehingga tujuan
pemberian  alokasi dana desa  dapat
meningkatkan tercapainya kesejahteraan dan
pembangunan secara efektif dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan  Alokasi Dana Desa  dalam
Bidang Pembangunan Fisik di Desa Cijulang
Kecamatan Cijulang Kabupaten
Pangandaran Tahun 2013

Berdasarkan hasil penclitian diketahui
bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam
bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang
Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran
Tahun 2013 belum dilaksanakan sesuai dengan
pendapat Sukamto (2004:73) karena terdapat
beberapa faktor dalam pengelolaan alokasi dana
desa belum terlaksana dengan baik. Hal ini
dapat  dibuktikan dengan hasil jawaban
informan yang menyatakan bahwa Pengelolaan
Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan
fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang
Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 sudah
dilaksanakan dengan baik hal ini dibuktiakn
dengan hasil wawancara menunjukan bahwa
scbagian besar informan menyatakan sudah
baik mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa
dalam bidang pembangunan fisik di Desa
Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten
Pangandaran Tahun 2013.

Berdasarkan  hasil  observasi  dapat
diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana
Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa
Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten
Pangandaran Tahun 2013 sebagian sudah dapat
dilaksanakan, namun sebagian lagi masih
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kurang sesuai dengan faktor-faktor dalam
pengelolaan alokasi dana desa.

Hamhbatan-hambatan yang Dihadapi dalam
Pengelolaan  Alokasi Dana Desa  dalam
Bidang Pembangunan Fisik di Desa Cijulang
Kecamatan Cijulang Kabupaten
Pangandaran Tahun 2013

Berdasarkan analisis hasil wawancara,

diperoleh pambaran bahwa hambatan-hambatan
yang dihadapi dalam Pengelolaan Alokasi Dana
Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa
Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten
Pangandaran Tahun 2013 adalah scbagai
berikut :
1. Pemerintah desa kurang menyosialisasikan
penggunaan alokasi daoa desa khususnya
alokasi untuk kegiatan pembangunan fisik
kepada masyarakat mengingat banyaknya
masyarakat yang scdang bekerja schingga
pelaksanaan sosialisasi tidak diketahui oleh
masyarakat.

Kepala desa dalam membuat RAPBdesa

dalam rangka perencanaan kegiatan atas

penggunaan alokasi dana desa lurang
mendapat masukan dari masyarakat hal ini
dikarenakan keterlibatan masyarakat dalam
kegiatan perencanaan masih kurang terlibat.

3. Masyarakal kurang memberikan
bantuan/sumbangan dalam bentuk
tenaga/materi untuk suksesnya pelaksanaan
kegiatan pembangunan  hal i karena
masyarakat cenderung pasif dan hanya
menerima hasil pembangunannya saja tanpa
berusaha memberikan bantuan  dalam
pelaksanaan pembangunannya.

4. Pemerintah degsa telah memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk
memberikan saran dan masukan dalam
proses kegiatan pembangunan fisik namun
masalahnya  keikutsertaan  masyarakat
dalam tahapan perencanaan pembangunan
masih kurang menyebabkan penggunaan
ADD kurang sesuai dengan ketentuan.

5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai  ketentuan dalam  penggunaan
alokasi dana desa sehingga menyebabkan
masyarakat kurang mendukung pelaksanaan
pembangunan fisik yang direncanakan.
Begitu pula berdasarkan hasil observasi

bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam

bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang

Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran

[

Tahun 2013 belum dilaksanakan dengan baik
mengingat adanya hambatan yang dihadapi
terkait kesadaran masyarakat masih kurang
sehingga walaupun diundang untuk mengikuti
rapat perencanaan pembangunan fisik namun
tidak  datang, kurangnya  keterbukaan
pemerintah  desa dalam menyosialisasikan
rencana  kegiatan  pembangunan  kepada
masyarakat schingga hasil pembangunan fisik
tidak sesuai dengan yang  diharapkan
masyarakat.

Upaya yang Dilakukan dalam mengatasi

hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

dalam Bidang Pembangunan Fisik di Desa

Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten

Pangandaran Tahun 2013
Berdasarkan hasil wawancara mengenai

upaya yang dilakukan dalam mengatasi

hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
dalam bidang pembangunan fisik di Desa

Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten

Pangandaran Tahun 2013, antara lain :

1. Pemerintah desa menyesuaikan jadwal
kegiatan sosialisasi pengguonaan alokasi
dana desa khususnya alokasi untuk kegiatan
pembangunan fisik kepada masyarakat
yang dilakukan di malam hari sehingga
masyarakat sudah ada di rumah.

2. Kepala desa membuat RAPBdesa
mempertitnbangkan berbagai masukan dari
masyarakat schingga dapat merencanakan
pembangunan fisik sesuai dengan harapan
masyarakat.

3. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan

kegiatan pembangunan sehingga
masyarakat memberikan
bantuan/sumbangan dalam bentuk

tenaga/materi untuk suksesnya pelaksanaan
kegiatan pembangunan.

4. Pemerintah desa memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk memberikan
saran dan masukan dalam proses kegiatan
pembangunan fisik dengan melakukan
pendekatan kepada masyarakal schingga
masyarakat memahami rencana kcgiatan
pembangunan fisik yang akan dilaksanakan,

5. Meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai  ketentuan dalam penggunaan
alokasi dana desa sehingga masyarakat
mendukung  pelaksanaan  pembangunan
fisik yang direncanakan dengan  cara
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menyampaikan beberapa ketentuan yang

ditetapkan dalam penggunaan ADD.

Berdasarkan hasil  observasi  diketahui
bahwa selama ini telah dilakukan berbagai
upaya dalam mengatasi hambatan Pengelolaan
Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan
fisik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang
Kabupaten Pangandaran Tahun 2003, antara
lain : kepala desa lebih terbuka kepada
masyarakat dalam membuat suatu perencanaan
dengan selalu meminta masukan, pemerintahan
desa berupaya lebih dekat dengan masyarakat
dan selaly mengiluti kegiatan pertemuan yang
dilaksanakan di masyarakat, pemerintahan desa
secara rutin meminta masukan dan berbagai
pihak terkait pelaksanaan pembangunan fisik
vang dilaksanakan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang

pembangunan  fistk di Desa Cijulang

Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran

Tahun 2013 diketahui bahwa :

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam
bidang pembangunan fisik di Desa Cijulang
Kecamatan Cijulang Kabupaten
Pangandaran Tahun 2013 belum
dilaksanakan karena terdapat beberapa
faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa
belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat
dibuktikan dengan hasil jawaban informan
yang menyatakan bahwa Pengelolaan
Alokasi Dana Desa dalam bidang
pembangunan fisikk di Desa Cijulang
Kecamatan Cijulang Kabupaten
Pangandaran Tahun 2013 sudah
dilaksanakan dengan baik hal ini dibuktiakn
dengan hasil wawancara dengan informan
bahwa sebagian besar menyatakan sudah
baik mengenai Pengelolaan Alokasi Dana
Desa dalam bidang pembangunan fisik di
Desa  Cijulang  Kecamatan  Cijulang
Kabupaten Panpandaran Tahun 2013
Berdasarkan hasil obscrvasi dapat dikctabw
bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa
dalam bidang pembangunan fisik di Desa
Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten
Pangandaran Tahun 2013 sebagian sudah
dapat dilaksanakan, pamun schagian lagi
masih kurang sesuai dengan faktor-faktor
dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2. Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi
dalam DPengelolaan Alokasi Dana Desa
dalam bidang pembangunan [isik di Desa
Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten
Pangandaran  Tahun 2013  antara lain
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
terkait rencana pelaksanaan pembangunan
fisik, Kkurangnya kesadaran masyarakat
dalam mengikuti berbagai pertemuan dalam
perencanaan pembangunan fisik, kurangnya
masyarakat dalam memberikan  bantuan
tenaga maupun materi untuk suksesnya
pelaksanaan kegiatan pembangunan hal ini
karena masyarakal cenderung pasif dan
hanya menerima hasil pembangunannya saja
tanpa berusaha memberikan bantuan dalam
pelaksanaan pembangunannya. Begitu pula
berdasarkan  hasil  observasi  bahwa
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam
bidang pembangunan fisik di.Desa Cijulang
Kecamatan Cijulang Kabupaten
Pangandaran Tahun 2013 belum.
dilaksanakan dengan baik mengingat adanya
hambatan vang dihadapi terkait kesadaran
masyarakat masih  kurang  schingga
walaupun diundang untuk mengiluti rapat
perencanaan  pembangunan  fisik  namun
tidak datang, kurangnya keterbukaan
pemerintah desa dalam menyosialisasikan
rencana kegiatan pembangunan kepada
masyarakat sehingga hasil pembangunan
fisik tidak sesuai dengan yang diharapkan
masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi

hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
dalam bidang pembangunan fisik di Desa
Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten
Pangandaran Tahun 2013 antara lain

membuat  jadwal  sosialisasi yang
disesuaikan dengan kondisi di masyarakat
sehingga memilih untuk melaksanakan
sosialisasi di malam hari atau sorc hari pada
sant masyarakat pulang kerja, kepala desa
mempertimbangkan berbagai masukan dari
masyarakat dalam menyusun RAPBdes,
melibatkan  masyarakat  dalam  berbagai
kegialan pembangunan yang dilaksanakan,
memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk memberikan masukan dan  saran
terkait pclaksanaan pocmbangunan  fisik.
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa
selama ini telah dilakukan berbagai upaya
dalam mengatasi hambatan Pengelolaan

Halaman | 34



Fangeialaan Alakas Dana Desa dalam Sidang Pembanguran Sisik
di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupalen Pangandaran Tahun 2013
RARA ASMARA, AGUS NURULSYAM

Alokasi Dana  Desa  dalam  bidang
pembangunan  fisik di  Desa Cijulang
Kecamatan Cijulang Kabhupaten
Pangandaran Tahun 2013, antara lain
kepala desa lebih terbuka kepada masyarakat
dalam membuat suatu perencanaan dengan
selalu meminta masukan, pemerintahan desa
berupaya lebih dekat dengan masyarakat dan
selalu mengikuti kegiatan pertemuan yang
dilaksanakan di masyarakat, pemerintahan
desa sccara rutin meminta masukan dari
berbagai  pihak  terkait  pelaksanaan
pembangunan fisik yang dilaksanakan.

Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian

maka penulis menyampaikan saran sebagai

berikut :

1. Pemerintah  desa  scbaiknya  dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam
bidang pecmbangunan fisik lcbih terbuka
kepada masyarakat sehingga masyarakat
dapat mengetahui dengan jelas rencana
pelaksanaan pembangunan fisik vang akan
dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam mendukung
pembangunan fisik yvang akan dilaksanakan,

2, Sebaiknya dilakukan sosialisasi secara rutin
kepada masyarakat sehingga masyarakat
mengetahui rencana pembangunan  fisik
vang akan dilaksanakan, selain iw
scbaiknya dilakukan pendekatan kepada
masyarakal sehingga dapat mengetahui
permasalahan-permasalahan masyarakat
yang mengakibatkan partisipasi masyarakat
menurun serta secara terbuka melaporkan
hasil penggunaan dana alokasi dana desa
yang digunakan untuk pembangunan fisik
kepada masyarakat.

3. Menyesuaikan jadwal sosialisasi yang
disesuaikan dengan kondisi di masyarakat
sehingga dalam melaksanakan sosialisasi
disesuaikan dengan kesangoupan
masyarakat, secara terbuka mengajak peran
serta masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
fisik sehingga masyarakat memiliki
tanggung jawab tcrhadap keberhasilan
pembangunan fisik yang dilaksanakan.
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